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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengurai penyebab perubahan struktur keuangan
di Indonesia melalui kebijakan tingkat upah yang berdampak pada tingkat
pengangguran, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Metode pengukuran
dilakukan dengan mengelolah data statistik yang diperoleh dari Badan Pusat
Statistik dan Bank Sentral Indonesia, menggunakan alat analisis SPSS versi 23,
data tersebut disajikan secara time series secara quartalan dari tahun 2009
hingga 2019. Adapun hasil yang ditemukan adalah pertama untuk priode jangka
pendek hubungan antara tingkat upah terhadap pengangguran positif signifikan,
dimana ketika kebijakan tingkat upah rendah maka potensi pengangguran akan
meningkat, kedua untuk periode jangka panjang hubungan antara tingkat upah
terhadap potensi pengangguran positif signifikan, ketika kebijakan tingkat upah
tinggi maka potensi pengangguran juga meningkat di Indonesia.

Kata-kata Kunci : Upah, Pengangguran, Fluktuasi Keuangan, Krisis Keuangan
Dan Stabilitas Keuangan

PENDAHULUAN

Pengangguran merupakan suatu masalah yang dapat merusak
perekonomian suatu negara, oleh karena itu diperlukan kebijakan yang dapat
mengurangi  peningkatan jumlah pengangguran tersebut’?. Selain itu
pengangguran juga dapat memberikan pengaruh pada tingkat kemiskinan, kondisi
ini akan mempengaruhi fluktuasi keuangan3, baik dalam waktu jangka pendek
maupun jangka panjang*®, tingginya tingkat pengangguran menimbulkan biaya
yang cukup tinggi, ditandai dengan meningkatnya beban sosial yang dicanangkan
oleh negara untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan jumlah pengangguran di
Indonesia. Salah satu negara yang memiliki pengangguraan yang cukup tinggi
adalah Amerika®, yang secara tidak langsung pengangguran telah menyebabkan
terjadinya krisis keuangan yang dikenal dengan nama Suprime Mortgage’.
Pemerintah Amerika memberikan kredit kepada para nasabah yang tidak memiliki
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kemampuan dalam melunasi tunggakan pinjamannya®, hal ini mengakibatkan
perbankan mengalami kesulitan keuangan yang cukup berat®, dan berimbas pada
perekonomian secara global.

Akibat dari meningkatnya jumlah pengangguran ini, maka dapat terjadi
kemunduran perekonomian di suatu negaral®!! dan akan berdampak negatif jika
pengangguran tidak ditangani dengan baik!?13, sehingga untuk priode jangka
panjang akan meningkatkan tingkat kemiskinan secara tidak langsung!4.
Pengangguran yang tidak mendapatkan penghasilan tetap, perlahan akan
menjadi kaum sosial yang miskin®®, dimana kemiskinan ini juga merupakan suatu
fenomena ekonomi yang harus dicarikan solusi yang tepat, seperti membuka
lapangan perkerjaan yang mencukupi bagi para pencari pekerjaan yang masih
produktifl® agar semua penyakit perekonomian dapat teratasi'®.

Tingginya pengangguran sekitar 6.87 juta jiwa memberikan pengaruh pada
tingkat kejahatan di masyarakat'®?°, hal ini dilakukan oleh para pengangguran
yang tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya dilakukan dengan melakukan kejahatan?!,pola tersebut memberikan
pengaruh sosial bagi masyarakat secara umum dan menimbulkan bencana sosial
secara khusus.

Kondisi tersebut sangat kontroversial, terlihat dari penanganan
pengangguran dengan memberikan bantuan yang sifatnya sementara olehui
departemen social, sehingga ini tidak menyelesaikan akar masalah, akhirnya
tingkat pengangguran tetap meningkat di Indonesia, kebijakan yang diberikan
pemerintah dilakukan dengan pemberian kesehatan gratis, pendidikan, beras
miskin dan subsidi rumah murah hal ini dilakukan agar pengangguran dan
kemiskinan dapat berusaha untuk mandiri dengan mengembangkan usaha atau
bisnisnya sendiri??23. Kebijakan lainnya yaitu dengan tingkat Upah Minimum
Regional yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat?42°,

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terhadap masyarakat,
maka kebijakan tersebut harus di uji untuk mengetahui hasil kebijakan jangka
panjang ataupun jangka pendek?®. Fenomena rill atas pengangguran ini dilihat
melalui banyaknya jumlah gelandangan, pengemis, dan pengamen bagai gunung
es yang tidak dapat terselesaikan?’, sehingga dengan penelitian ini dapat
diketahui perubahan potensi pengangguran melalui rangsangan tingkat upah
yang ditetapkan pemerintah.

Peneliti tertarik untuk mengatahui dampak rangsangan tingkat upah
terhadap pengaruhnya pada potensi pengangguran, baik dalam jangka pendek
dan jangka panjang, dengan tujuan agar hasil yang diperoleh nantinya
memberikan kekuatan pada struktur keuangan negara di Indonesia, dimana untuk
priode jangka pendek diharapkan dapat tercipta pemerataan pendapatan
masyarakat yang adil, yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia,
sementara untuk jangka panjang diharapkan dapat menjaga stabilitas keuangan
dan menjadi antithesis krisis keuangan di Indonesia.
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KAJIAN PUSTAKA

Nilai upah memberikan peranan penting terciptanya pengangguran yang
tinggi disuatu negara, hal ini dikarenakan besar kecilnya nilai upah yang diberikan
akan berdampak pada kepuasan yang dirasakan pekerja, sehingga dengan
ukuran tersebut tingkat pengangguran dapat berubah-ubah dan sangat
berfluktuasi, Oleh karena itu upah dan pengangguran tidak terlepas satu dengan
lainnya karena dampak yang ditimbulkan dapat mempengaruhi jalannya roda
perekonomian, pandangan ini telah sesuai dengan teori upah dan pengangguran
yang diungkapkan oleh Devid Ricardo dan Karl Marx. Hukum kesimbangan pasar
terhadap petensi pengangguran dijelaskan bahwa untuk mencapai tingkat
keseimbangan antara tingkat upah dan jumlah tenaga kerja berlaku hukum
permintaan dan penawaran tenaga kerja, efektifitas hukum ini akan berjalan
ketika tingkat upah meningkat maka titik ekuilibriummya tercapai jika permintaan
tenaga kerja bagi perusahaan akan menjadi sedikit atau kurang, hal ini
mengakibatkan terjadi pengangguran yang tinggi, demikian pula sebaliknya
tingkat pengangguran akan berkurang ketika tingkat upah diturunkan, maka
permintaan tenaga kerja bagi perusahaan akan meningkat, sementara tingkat
penawaran akan berkurang, sehingga para tenaga kerja mendapatkan tempat di
perusahaan dan mengakibatkan jumlah pengangguran semakin berkurang.

Sejalan dengan pandangan teori Neo Klasik yang melihat bahwa
pengangguran akan meningkat manakala upah yang ditawarkan ke pasar tenaga
kerja meningkat, mengakibatkan permintaan atas tenaga kerja akan menurun
atau dapat dikatakan bahwa perusahaan akan mengurangi jumlah karyawannya
yang ada (Pemutusan Hubungan Kerja) dalam upaya mengatasi peningkatan
jumlah upah yang ditawarkan, demikian pula sebaliknya ketika terjadi menurunan
tingkat upah maka akan mengakibatkan jumlah tenaga kerja dapat terserap
dengan maksimal.

Teori hukum permintaan dan penawaran juga menjelaskan bahwa ketika
pengusahan dalam menciptakan barang dan jasanya banyak menggunakan
tehnologi yang tinggi maka akan mengakibatkan permintaan akan tenaga kerja
menurun, sehingga dampak dari penggunaan tehnologi ini mengakibatkan
terjadinya pengangguran juga meningkat.

Secara teori pengangguran dapat terjadi dikarenakan banyak faktor,
misalnya saja pengusaha dalam memproduksi suatu barang memerlukan biaya
yang cukup besar, maka kemungkinan pengusaha tersebut akan mengurangi
para tenaga kerjanya untuk tetap melanjutkan jalannya operasi perusahaan,
sehingga dampak dari pengurangan tenaga kerja ini mengakibatkan pertumbuhan
pengangguran semakin tinggi.

Teori tingkat kebutuhan menjelaskan bahwa ketika lapangan pekerjaan
yang juga bersedia menampung tenaga kerja yang banyak dengan penghasilan
yang rendah, juga merupakan salah satu penyebab terjadinya tingkat
pengangguran yang tinggi, hal ini dikarenakan bahwa dengan kemapuan skill
yang tinggi dengan tingkat upah yang rendah tidak memberikan kepuasan atas
upah yang diperoleh.

Disisi lain tingginya tingkat upah yang juga ditawarkan kepada para tenaga
kerja, biasanya menuntut keahlian yang terkadang tidak dapat dipenuhi oleh para
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pencari tenaga kerja lainnya, sehingga hal ini juga memberikan pengaruh pada
bertambahnya pengangguran yang menjadi sulit untuk di kendalikan.

Pengangguran terjadi pula ketika biaya produksi perusahaan terus
meningkat yang diakibatkan oleh adanya kondisi perekonomian yang kurang
mendukung, sehingga memberikan dampak pada faktor penjualan yang semakin
berkurang, efek penjualan dan permintaan pasar yang berkurang tersebut
mengakibatkan perusahaan harus menanggung beban produksi yang cukup
besar, sehingga untuk mennyelesaikan keadaan tersebut persuhaan harus
melakukan pemutusan hubungan kerja, guna menutupi besaran biaya yang
ditanggung oleh perusahan. Kondisi ini menberikan dampak pada volume
pengangguran di suatu negara terus meningkat.

Teori hukum Okun’s Law menjelaskan bahwa pengangguran dapat
memberikan pengaruh pada pergerakan pertumbuhan ekonomi suatu negara,
dimana terdapat hubungan yang negatif antara pengangguran dengan tingkat
pertumbuhan ekonomi nagara karena dengan pertambahan jumlah
pengangguran yang banyak maka Negara akan menganggung beban yang cukup
besar, terkati dengan penetapan kebijakan yang tepat seperti peluang terhadap
lapangan perkerjaan yang harus disediakaan maupun skill yang harus
dipersiapakan. Karena kemampuan yang dimiliki oleh para tenaga kerja
merupakan potensi investasi yang dapat mendatangkan keuntungan bagi negara,
sehingga dengan tingkat skill yang diukur sebagai investasi tersebut akan
menjadikan pendapatan secara nasional yang nantinya akan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

METODOLOGI

Pengukuran tingkat upah terhadap potensi pengangguran di Indonesia,
dilakukan dengan mengklasifikasikan tingkat upah, dari data tingkat Upah
Minimum Regional setiap propinsi di Indonesia, mulai dari tahun 2009 hingga
tahun 2019 secara time series. Nilai tersebut kemudian dijumlahkan secara
keseluruhan setiap propinsi, lalu kemudian dirata-ratakan dan disajikan dalam
bentuk kuartalan, adapun satuan dalam pengukuran ini menggunakan nilai rupiah.

Pengukuran tingkat pengangguran diukur dengan mengumpulkan data
secara time series dari tahun 2009 hingga tahun 2019, nilai yang dikumpulkan
merupakan persentasi jumlah pengangguran dari tahun ke tahun selama periode
penelitian, kemudian data tersebut dijumlahkan dan dirata-ratakan dengan
mengklasifikasikan secara kuatralan, adapun satuan pengukuran variabel
pengangguran ini adalah persen.

Selajutnya kedua variabel tersebut, baik variabel independen yaitu tingkat
upah, maupun variabel dependen yaitu tingkat pengangguran, akan dianalisis
dengan regresi sederhana, menggunakan program SPSS versi 23, dan
selanjutnya akan diukur potensi tingkat kecenderungan pengangguran dengan
berdasarkan tingkat upah yang ditetapkan dalam kebijakan pemerintah.
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Kedua varibel teresebut digambarkan secara statistik melalui hubungan
fungsi regresinya seperti berikut ini :
Y=a+B X+

Dimana, X merupakan variabel tingkat Upah Minimum Regional di Indonesia,
dan variabel Y adalah potensi pengangguran di Indonesia, dimana variabel ini
merupakan variabel yang ingin dicapai yaitu untuk melihat potensi terjadinya
peningkatan jumlah pengangguran. Nilai a merupakan nilai kontanta, sementara 3
merupakan parameter variabel yang diukur, dan p adalah random error.

HASIL PENELITIAN

Tingkat Pengangguran di Indonesia telah sesuai dengan teori yang telah
dikemukakan sebelumnya, dimana setiap peningkatan pengangguran terjadi
karena penurunan tingkat upah yang menimbulkan kekosongan lapangan
pekerjaan di pasar tenaga kerja.

Upah merupakan detektor utama terhadap gejolak kebutuhan tenaga kerja
di pasar tenaga kerja, karena kontrol terhadap potensi pengangguran dapat diatur
suplay dan demandnya pasar tenaga kerja melalui kebijakan tingkat upah di
Indonesia.

Kebijakan yang tepat diukur melalui sinergi antara kebijakan tingkat upah
dan pengangguran yang terkontrol, oleh karena itu untuk mengetahui besaran
pengaruh dan tingkat signifikansi variabel yang menjadi ukuran penelitian ini,
ditampilkan pada Tabel 1, dimana hasil tersebut akan digunakan untuk menjawab
hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tabel 1
Nilai Koefisien dan Signifikansi Variabel Penelitian

(Constant) -14,705 5.607 2,623 012
Upah 002 000 519 3,940 000

a. Dependent Variable: Penpaneruiran

Berdasarkan Tabel 1 diatas, terlihat bahwa nilai konstanta (a) sebesar -
14.705 dengan koefisien regresi f = 0.002 (Upah). Untuk memudahkan
pengukuran hubungan keduanya maka dapat digambarkan secara statistik dalam
persamaan regresi sederhana sebagai berikut :

Y=a+B X
Y =-14.705 + 0.002 X

Berdasarkan formula tersebut dapat dikatakan bahwa apabila tingkat upah
dianggap konstan maka jumlah pengangguran akan bernilai sebesar — 14.705,
dan apabila tingkat Upah ditingkatkan sebesar Rp 1 maka tingkat pengangguran
mengalami peningkatan sebesar 0.002 persen.

Pengaruh variabel tingkat Upah terhadap potensi Pengangguran di
Indonesia dapat dilihat dengan mengunakan uji t, dimana variabel Upah
memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perubahan tingkat
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Pengangguran yang terjadi di Indonesia yaitu (0.000) dengan standar tingkat
signifikasi (0.050).

Secara keseluruhan melalui Tabel 1 diatas dapat dikatakan bahwa, baik
jangka pendek maupun jangka panjang, menunjukkan hubungan yang positif dan
signifikan antara tingkat upah terhadap potensi pengangguran di Indonesia.
Kondisi tersebut menandakan bahwa dengan peningatan tingkat upah sebesar Rp
1 akan menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia sebesar 0,002 persen.

Hasil temuan tersebut, secara keseluruhan memberikan pengaruh terhadap
potensi pengangguran di Indonesia, namun besaran pengaruhnya pada priode
jangka pendek dan jangka panjang tersebut masih terdapat perbedaan, hal ini
ditandai dengan respon potensi pengangguan terhadap tingakt upah di Indonesia.

Respon yang terjadi pada kedua variabel tersebut cukup berbeda, hal ini
ditunjukkan melalui perbandingan tingkat upah dengan jumlah pengangguran
pada priode jangka pendek maupun priode jangka panjang. Kondisi tersebut akan
memberikan gambaran pengaruh potensi pengangguran dan dampak yang
diitmbulkannya akan dibahas pada Pembahasan Peneltian secara lebih seksama.

PEMBAHASAN

1. Tingkat Upah dan Respon Tingkat Pengangguran Jangka Pendek.

Hasil penelitian yang dilakukan dengan nilai regresi tersebut, menunjukkan
adanya pengaruh signifikan antara tingkat upah terhadap potensi pegangguran
yang ditandai dengan signifikansi sebesar 0.000.

Pengukuran tingkat upah terhadap potensi pengangguran pada periode
jangka pendek ini, terdapat perbedaan melalui pola sebarannya di level-level
tertentu, hal ini menunjukkan bahwa pada level tingkat upah tertentu akan
memberikan pengaruh maksimal terhadap pengangguran, ditandai dengan
sebaran titik-titik potensial terjadinya tingkat pengangguaran, demikian pula
sebaliknya, dimana tingkat upah cenderung tidak berdampak terhadap potensial
pengangguran di Indonesia, hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini :

10,009

Pengangguran
]

5,00

4,00

= . S —— —
1 250000 1 B000 00 ¥ S 0 8 400000 T 4500,00 1 5000, 50
Upah

Gambar 1
Hubungan Tingkat Upah dan Potensi Pengangguran Jangka Pendek
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Sumber : Hasil Olah Data
Keterangan : Zona Merah merupakan zona kritis potensi pengangguran, Zona Biru merupakan zona
normal potensi pengangguran

Melalui hasil regresi pada Tabel 1, menujukkan bahwa hasil penelitian
untuk jangka pendek ditemukan bahwa dengan tingkat upah yang lebih rendah
maka potensi pengangguran cukup tinggi, demikian pula sebaliknya ketika tingkat
upah ditingkatkan maka potensi tingkat pengangguran cukup rendah, sementara
kondisi tersebut ditandia dengan sebaran titik-titik tingkat pengangguran pada
level tingkat upah yang ditetapkan dalam kebijakan pemerintah seperti tampak
pada Gambar 1.

Gambar 1 tersebut terlihat bahwa tingkat upah berskala kecil yaitu antara
Rp 1.200.000 hingga Rp 1.300.000, menunjukan bahwa untuk kondisi normal
terdapat 10 titik potensi pengangguran di Indonesia (zona biru), sementara untuk
kondisi kritis terdapat 9 titik potensi terjadinya pengangguran di Indonesia (zona
merah).

Tingkat upah yang berskala antara Rp 1.300.000 hingga Rp 1.350.000,
menunjukkan bahwa jika perekonomian berjalan lancar, maka terdapat 6 titik
potensi pengangguran di Indonesia, sementara untuk kondisi kritis terdapat 4 titik
potensi terjadinya pengangguran di Indonesia.

Potensi pengangguran yang terjadi ditingkat upah yang berskala antara
Rp1.350.000 hingga Rp 1.400.000, menunjukkan bahwa jika perekonomian
berjalan lancar maka terdapat 6 titik potensi pengangguran di Indonesia,
sementara untuk kondisi kritis terdapat 1 titik potensi terjadinya pengangguran di
Indonesia.

Kondisi tingkat upah pada skala antara Rp 1.400.000 hingga Rp 1.450.000,
menunjukkan bahwa, jika perekonomian berjalan lancar maka terdapat 3 titik
potensi pengangguran di Indonesia, sementara untuk kondisi kritis terdapat tidak
terdapat potensi pengangguran di Indonesia.

Posisi tingkat upah yang berada pada skala antara Rp 1.450.000 hingga Rp
1.500.000, menunjukkan bahwa, jika perekonomian berjalan lancar maka terdapat
4 titik potensi tingkat pengangguran di Indonesia, sementara untuk kondisi kritis
tidak ditemukan adanya potensi pengangguran di level tersebut.

Pebandingan antara potensi pengangguran terhadap perubahan tingkat
upah pada priode jangka pendek ini menunjukkan bahwa pertama, untuk kondisi
perekonomian normal (zona biru), respon terjadi melalui sebaran titik-titik yang
merata di setiap level kebijakan tingkat upah, sementara untuk zona merah
terlihat bahwa potensi pengangguran akan cenderung menurun, manakala tingkat
upah yang ditawarkan meningkat, hal ini ditandai dengan berkurangnya titik
potensi pengangguran pada tingkat upah yang tinggi.

Besaran potensi pengangguran yang dapat merangsang terjadinya dampak
ekonomi yang cukup berat, terlihat melalui titik-titik yang berada dalam zona
merah, ini menandakan bahwa, ketika pemerintah menetapkan tingkat upah yang
rendah potensi pengangguran meningkat, oleh karena itu akan memberikan
pengaruh sangat besar pada perekonomian, hal ini dapat mengakibatkan
bertambahnya beban sosial masyarakat ditandai dengan besaran pengangguran
yang terjadi dipriode tersebut, dibalik jumlah pengangguran yang tinggi terdapat
biaya yang akan ditanggung oleh pemerintah, hal ini akan berdampak pula pada
beberapa aspek-aspek non ekonomi lainnya.
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja akan merespon
positif jika pemerintah menetapkan kebijakan upah yang rendah, hal ini telah
sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Campbell C (2014) yang
menyatakan bahwa tingkat upah yang rendah tidak memberikan dampak yang
baik bagi setiap tenaga kerja, yang diukur melalui kepuasan yang diperoleh dari
jumlah pendapatannya.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan teori Karl Marx yang melihat
bahwa output akan maksimal ketika tingkat upah mampu memberikan
kesejahteraan kepada para tenaga kerja.

Implikasi penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan upah menjadi
perhatian penting bagi pemerintah, hal ini dikarenakan penggunaan sumber daya
manusia yang maksimal harus di barengi dengan pendapatan yang maksimal
pula, karena jika tidak diterapkan maka potensi pengangguran berupa banyaknya
gelandangan dan pengemis dapat berakibat pada terjadinya tingkat kekerasan di
masyarakat, semuanya itu menjadi bayang-bayang pemerintah untuk dapat
mengurangi tingkat pengangguran dalam jangka waktu yang pendek.

2. Tingkat Upah dan Respon Tingkat Pengangguran Jangka
Panjang.

Penelitian tingkat upah terhadap respon tingkat pengangguran untuk jangka
panjang menunjukkan hasil nilai regresi yang berpengaruh positif signifikan
ditandai dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000.

Pengukuran tingkat upah terhadap potensi pengangguran pada periode
jangka panjang ini, terlihat melalui pola sebaran dibeberapa level tertentu,
khususnya pada tingkat upah yang tinggi memberikan pengaruh maksimal
terhadap potensi pengangguran melalui sebaran titik-titik potensial pengangguran,
demikian pula sebaliknya dimana tingkat upah yang rendah maka kecenderungan
potensi pengangguran tidak terlihat, untuk lebih memahami kondisi tersebut
dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2
Hubungan Tingkat Upah dan Potensi Pengangguran Jangka Panjang
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Sumber : Hasil Olah Data
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Keterangan : Zona Merah merupakan zona kritis potensi pengangguran, Zona Biru merupakan zona
normal potensi pengangguran

Tampak pada Tabel 1 diatas, hasil penelitian untuk jangka panjang
ditemukan bahwa dengan tingkat upah yang rendah, maka kondisi tersebut tidak
terdapat potensi pengangguran, demikian pula sebaliknya ketika tingkat upah
yang tinggi, maka akan terjadi potensi pengangguran yang tinggi di Indonesia,
sementara kondisi tersebut ditandai dengan sebaran titik titik potensi
pengangguran pada level tingkat upah yang telah ditetapkan pemerintah seperti
yang tampak pada gambar 2.

Gambar 2 tersebut terlihat bahwa tingkat upah dengan skala kecil yaitu
antara Rp 1.200.000 hingga Rp 1.300.000, menunjukkan bahwa pada kondisi
normal terdapat 2 titik potensi pengangguran di Indonesia (zona biru), sementara
untuk kondisi kritis tidak terdapat potensi pengangguran di Indonesia (zona
merah).

Tingkat upah yang berskala antara Rp 1.300.000 hingga Rp 1.400.000,
menunjukkan bahwa jika perekonomian berjalan lancar maka terdapat 6 titik
potensi pengangguran di Indonesia, sementara untuk kondisi kritis juga terdapat 6
titik potensi terjadinya pengangguran di Indonesia.

Potensi pengangguran yang terjadi ditingkat upah skala antara Rp
1.400.000 hingga Rp 1.500.000, menunjukkan bahwa jika perekonomian berjalan
lancar maka terdapat 16 titik potensi pengangguran di Indonesia (zona biru),
sementara untuk kondisi kritis terdapat 15 titik potensi terjadinya pengangguran di
Indonesia (zona merah).

Konsentrasi  kebijakan upah dalam kaitannya terhadap potensi
pengangguran di priode jangka panjang ini menunjukkan adanya perbedaan yaitu
pada kondisi perekonomian normal (zona biru), yang sebaran titik yang tidak
merata disetiap kebijakan tingkat upah yang ditetapkan pemerintah, sementara
untuk zona merah terlihat bahwa potensi pengangguran akan cenderung
meningkat, manakala tingkat upah yang ditawarkan meningkat, hal ini ditandai
dengan konsentrasi titik potensi pengangguran pada tingkat upah yang tinggi.

Pada periode jangka panjang ini dapat memberikan efek terjadinya krisis
ekonomi di Indonesia, hal ini didukung dengan potensi pengangguran yang
cenderung meningkat pada zona merah, kecenderungan ini terjadi ketika tingkat
upah mengalami peningkatan, ditandai dengan semakin merapat dan
terkonsentrasi pada tingkat upah yang tinggi, oleh karena itu ketika kebijakan ini
tidak ditangani dengan serius maka akan mengakibatkan terjadinya krisis
ekonomi di Indonesia, demikian pula sebaliknya, ketika pemerintah memberikan
kebijakan yang tepat terhadap tingkat upah maka potensi krisis ekonomi akan
berkurang.

Hasil penelitian diperiode jangka panjang ini menunjukkan bahwa tenaga
kerja telah memiliki kapasitas kemampuan yang tinggi sehingga layak untuk
diberikan apresiasi berupa tingkat upah yang tinggi, namun kondisi tersebut
berbanding terbalik dengan para pemberi kerja yang memilih menggunakan
tenaga kerja mesin, sehingga ini membuktikan bahwa meski kebijakan upah yang
tinggi tidak serta merta akan mengurangi potensi pengangguran di Indonesia.

Kondisi tersebut telah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Basmar
E (2015) yang menyatakan bahwa dengan penggunaan tehnologi yang tinggi
dalam menjalankan operasional perusahaan maka potensi pengangguran akan
tetap meningkat meskipun kebijakan tingkat upah dinaikkan.
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Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan teori Keynes yang melihat
bahwa kemampuan dalam mengurangi potensi pengangguran tidak hanya
dengan menetapkan kebijakan tingkat upah yang tinggi, melainkan dengan
masuknya tehnologi maka potensi pengangguran di suatu Negara akan
meningkat karena permintaan tenaga kerja yang rendah.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan upah bukan menjadi
dasar utama dalam mengurangi pengangguran, sehingga penting bagi
pemerintah, untuk mengantisipsi potensi pengangguran tersebut dengan
mendorong agar penganggur dapat menciptakan lapangan kerja sendiri.

Ketika kebijakan tersebut tidak digalakkan untuk menciptakan lapangan
pekerjaan secara mandiri, maka potensi pengangguran akan terus meningkat,
dan ketika kondisi ini semakin tidak tersentuh oleh pemerintah maka akan
mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah kemiskinan dalam dampak jangka
panjang akan mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi di masa yang akan datang.

SIMPULAN

Potensi pengangguran melalui tingkat upah untuk jangka pendek
menunjukkan pengaruh positif signifikan dimana jika tingkat upah yang rendah
akan memberikan pengaruh pada meningkatnya potensi pengangguran, karena
kemampuan pekerja tidak diapresiasi dengan baik melalui kebijakan pengupahan
di Indonesia, yang akhirnya berimplikasi pada peningkatan jumlah gelandangan
dan pengemis serta meningkatnya tingkat kekerasan pada sosial kemasyarakatan.

Priode Jangka panjang, terkait hubungan antara tingkat upah terhadap
potensi pengangguran di Indonesia, menunjukkan pengaruh positif signifikan,
dengan gejala bahwa potensi pengangguran tercipta dikala kebijakan tingkat upah
ditingkatkan, hal ini dikarenakan penggunaan tehnologi sehingga memberikan
peluang terjadinya krisis ekonomi di Indonesia.
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